BUPATI SIAK

»™™  Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABIPATEN SIAK
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan investasi, dengan meningkatnya akuntabilitas pelayanan
publik perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan
terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf

a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Siak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4274);



10.

11

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Latihan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.
4.

&y

10.

11

12.

13.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Siak;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan KPTSP adalah
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

Kepala KPTSP adalah Kepala KPTSP Kabupaten Siak;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada KPTSP Kabupaten Siak
yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh Pejabat berwenang, yang
melaksanakan tugas bardasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri;
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya
pemberian izin dan non perizinan;

. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;

Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang
dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan
bersamaan;

Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen
yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-
undangan lainnya.



BAB 1I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

KPTSP merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, di bidang penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

KPTSP mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan
perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, KPTSP mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan;

b. Penyiapan standar pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

c. Penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi perizinan dan non perizinan dengan
mengacu prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan keamanan berkas;

e. Menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme,
penelusuran posisi dokumen pada setiap proses biaya dan waktu perizinan dan non perizinan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi KPTSP terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan;

d. Seksi Perizinan;

e. Seksi Bina Program dan Informasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi KPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;

(2) Setiap Pemimpin Satuan Unit Kerja di lingkungan KPTSP wajib mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada
waktunya;

(3) Laporan yang diterima dipelajari oleh Kepala Kantor selanjutnya dijadikan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan, pemberian tunjangan jabatan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penjabaran tugas, fungsi, dan uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi
KPTSP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
sifat keperluannya;

(4) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007

BUPA'A SIA

1]

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Si
pada tanggal 6 Sf

Sri Indrapura
mber 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk.I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 21



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007

[Q BUPATI SIA
N

<1H. ARWIN. AS, SH %~

Diundangkan di $iak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007

ﬁSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 1

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk.I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 21



Bagan Struktur Organisasi Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Siak

Kantor Pelayanan Terpadu Nomor : 21 Tahun 2007
Satu Pintu Kab. Siak Tanggal : 4 September 2007
Kelompok KEPALA
Jabatan Fungsional KPTSP
Subbag
PN Tata Usaha
Seksi Seksi Seksi Bina Program

Perizinan Pelayanan dan Informasi
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BUPATI SIA

H. ARWIN. AS, SH



Bagan Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Siak

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Siak
Nomor : 21 Tahun 2007
Tanggal : 4 September 2007

Kelompok KEPALA
Jabatan Fungsional KPTSP
Subbag
., Tata Usaha
SFIfSi Seksi Seksi Bina Program
Perizinan Pelayanan dan Informasi
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